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Penulisan Tesis ini berjudul “Tanggung Jawab Perdata Dalam 
Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik Di Kota Salatiga”. Latar belakang 
penulisan tesis ini berkaitan dengan keinginan penulis untuk mengetahui dan 
menganalisa lebih lanjut tentang Tanggung Jawab Perdata terhadap perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan oleh pemohon izin. Dalam Praktiknya 
pemasangan jaringan kabel fiber optik selalu bermasalah dan secara tidak 
langsung merugikan warga dan Pemerintah Kota Salatiga dari segi 
kenyamanan, keselamatan warga Kota Salatiga dan anggaran Pemerintah Kota 
Salatiga di dalam memanfaatkan trotoar, kanstin dan drainase sebagai 
bangunan pelengkap jalan dan badan jalan yang ada.  
Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa 
sumbangan pemikiran sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat 
melalui peningkatan pelayanan publik, etos kerja dan pola kerja yang efektif 
dan produktif sehingga dapat lebih menjaga fasilitas umum sebagai asset milik 
Negara serta dengan menawarkan perbaikan demi kemajuan dan kepastian 
hukum di Indonesia. 
Pada Bab II akan menguraikan tentang Landasan Teoritik yang terdiri 
dari Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Teori Hak Menguasai Negara 
dan Teori Tanggungjawab Hukum dan Kepastian Hukum dan Tinjauan 
Yuridis Terhadap Pengaturan Perizinan Pemasangan Jaringan Kabel Fiber 
Optik. 
Pada Bab III, penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang 
Gambaran Umum Permasalahan yang terjadi di Kota Salatiga yang berkaitan 
dengan perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Pemerintah dan Masalah 
Yang Muncul Berkaitan Dengan Tanggung Jawab. Selain itu akan membahas 
 
temuan data di Kota Salatiga yang berkaitan dengan Realita Hukum di Dalam 
Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Salatiga dan menganalisis 
tentang pertanggungjawaban perdata dari pemasangan jaringan kabel fiber 
optik. 
Pada Bab IV, sebagai bab yang terakhir penulis akan menyampaikan 
saran dan kesimpulan yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu 
Hukum pada umumnya, khususnya bagi pertanggungjawaban perdata bagi 
operator yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan 
masyarakat dan Pemerintah Kota Salatiga. Sehingga hal tersebut tidak akan 
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Pertanggung jawaban hukum perdata menjadi hal yang penting dalam 
masalah pemasangan jaringan kabel fiber optik di Kota Salatiga. Hal ini 
penting untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pelanggaran atau 
perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Pihak Operator seluler 
dalam pemasangan jaringan kabel fiber optik haruslah bertanggungjawab dan 
mengganti segala kerugian berdasarkan unsur kesalahan (liability based on 
fault) maupun berdasarkan Praduga Selalu Bertanggung Jawab (Presumption 
of Liability) yang dibuatnya yang berakibat pada rusaknya trotoar, kanstin, 
jaringan drainase dan badan jalan sebagai fasilitas umum dan merugikan 
banyak pihak. Beranjak dari problematika tersebut, dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: (1) Bagaimana realita hukum di dalam pemasangan kabel fiber 
optic di Kota Salatiga? (2) Bagaimana pertanggungjawaban perdata terkait 
dengan pemasangan jaringan kabel fiber optik di bagian-bagian jalan? 
Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan 
eksploratif. Untuk menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan 
Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), Teori Hak Menguasai Negara dan 
Teori Tanggung jawab Hukum dan Kepastian Hukum. 
Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa hal yaitu (1) Pihak Operator 
Seluler haruslah bertanggungjawab berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability 
Based on Fault) terhadap kerusakan yang ditimbulkan dari pemasangan 
jaringan kabel fiber optic maupun berdasarkan Praduga Selalu Bertanggung 
Jawab (Presumption of Liability). (2) Pihak Operator seluler berkewajiban 
mengganti segala kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan trotoar yang ada. 
(3) Pemerintah Kota Salatiga haruslah menambahkan kuantitas dan kualitas 
personil di dalam mengawasi pemasangan jaringan utilitas di Kota Salatiga. 
(4) Perlu adanya diklat kompetensi sebelum penempatan personil di dalam 
bidangnya yang sesuai. (5) Perlu dibuatnya Perjanjian Kontrak Kerja di dalam 
terbitnya sebuah izin. 
 
Kata kunci : Tanggungjawab Perdata, Jaringan Utilitas, Jaringan Kabel 
Fiber Optik. 
 
